BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR - TAHUN 2020

TENTANG

PURAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KICRJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

ang oAl bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalin Negert Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodenkasl, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan heuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7% Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uralan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perbiubungan sebagaimana telah dluben dengan Peraturan
Bug.?:-;‘.:i Lumajang Nomor 62 Tahun 2019 tentang
I'\'cd@.u'h kan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serte Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu dicabut;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a, maka perlu mengatur kembali Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata.
Keria Dinas P<.rhubun<rdn dt_nmm Peraturan Bupau
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Pasal 18 avat (6) UndanfT Undang Dasar Negara Republik
Indrnesia Tahun 1945

Undang-Undang \‘omor 12 Tahun 1950 tentang
Pcnz‘._anLJvm Dch'lah Dacrah Kabupaten dan Ling l\untmn
Propmnsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Irdonesia
- Tah: 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran . Negara
chuullk Indonesia Nomor 9) sebagaimana telahy diubah
dernean Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Ferubahan Bclld Wilay dh Kota Praja Surabaya dan l)'iuan
Tingkat 11 Surabava dengan mengubah Undan“ Undang
Normor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah.
Davcrah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinst  Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istumewa
Jogvakarta  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1905 Nomor: 19, I‘ambahan Lembaran New.—na Republik
Indemesia Nomor 2730);
3. Urdang-Undang  Nomor 12 Tahun ‘70'11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang gan (Lembaran. -
Newarse Republik Indonesia.  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran 1\00211‘1 chubhl\ [ndrm( sia I\mmox,'_\"”
B m, seh: 1<ra1mana LL]dh dlubdh dtngjan ‘Uud.,mg-L nd

N
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lemburan Negara Republik Indonesia 6398);

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undun;.;-—Undamg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemevintahan  Daerah (Lembaran  Ncgara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512) schagaimana telah
diubah kedua kalinva dengan Undang-Undang Nomor 9
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacvah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomuor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53637);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994  tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembdrdn Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabavan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peristuran  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telalh diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomeor 187, Tambahan
Lenibar Negara Republik Indoncesia Nomor 6402);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6041),

Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 12 Tahun
2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
un‘i'u'lgun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Pc,ull..ldll Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Beriwa
Negarie Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebigaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan: Atas

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 i
tentang  Pembentukan Produk ‘Hukum - Dacrah (anm e
” ?Nuvm 1 chubhk Indonesm W‘ahun 2018 NO‘TI(JI 177

7.-“...:..)‘«..14 RO
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1o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahup 2017
tentany Pedoman Pembentukan dan  Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacraly (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451),

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentany Nlasilikasi, Kodelikasi dan Nomenklatu
Perencnnaan Pembangunan dan Keuangan Dacrab (13 Jerita
Negioa Republik Indonesia Tahun 7( )19 Nomor 1447y

13. Peratwran  Daerah  Nomor 15 dhun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerall Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor
90).

MEMUTUSKAN

. .o phan ¢ PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASE, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Lumajang.

2. Pemierintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Ldﬂld]dﬂo

3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah l\dbupatcn

Lumajang.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

6. HRepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Lumajang.

Sckretariat adalah  Sekretariat  Dinas  Perhubungan

Kabupaten Lumajang

Sckreraris adalah Sekretaris  Dinas  Perhubungan

Kabupaten Lumajang.

G, Sub PBagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian
Umum dan  Kepegawaian  Sekretariat pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Lumajang. 7

10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan
Sckretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

11. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas Dinas
Perhubungan Kabupaten Lumajang.

12, Seissi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas adalah
Sclesi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Bidang
Lalu Limas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

13. Svksr Kesclamatan Lalu Lintas adalah Seksi Kesclamatan
Lol Lintus Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Lumajang. _

14, Bidang Angkutan adalah Bidang Angkutan Dinas
Perbubungan Kabupaten Lumajang. 3

15. Sekst Fasilitasi Angkutan adalah Seksi Fasilitasi Angkutan
Bidang Angkutan pada Dinas -Pcrhubungan I{abupatcn'
Lumajang, : ' '

16. Sekesi Pengembangan An&kutcm L c\dalah £ bckm.-,:_:—
Pengembangan  Angkutan Bidang Ans,kumn pdda Dmab*
Perhubungan Kabupaten Lumajang,

_\J
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(2)

Sub Bagian yang berada rdib_awah dan :__b?_ﬂ?‘-hgg‘@‘t’{.xjﬁ“"\’%i:b”

<

CBidany Teknik Prasarana adalah Bidang Teknik Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang,.

CSeksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

adalah Scksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana
Jalan Bidang Teknik Prasarana pada Dinas Perhubungan
Kabupaien Lumajang,.

. Scksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Scksi

Manaiemen dan  Rekavasa Lalu Lintas Bidang ’Tj(:knilc
Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya  disingkat UP1
adalat Unit  Pelaksana Teknis Dinas  Perhubungan
Kabupaten Lumajang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
dacrah di bidang Perhubungan.

Dinuy sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Dinus vang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalul Sekretaris Dacrah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
a.  Sekretariat, membawahi ¢
.. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.
b. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
I, Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas:
2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
¢. Bidang Angkutan, membawahi :
1. Scksi Fasilitasi Angkutan;
2. Seksi Pengembangan Angkutan.
d. Bidang Teknik Prasarana, membawahi;
l. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana
Jalan;
2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Scivclarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dipimpin - olch  Sekretaris  yang  berada  dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dipimpin oleh Kepala
Bidang yvang berada dibawah dan bertanggung jawab
cepada Kepala Dinas. ' St

Musing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a angka | dan angka 2, dipimpin oleh Kepala

kepada Sckretaris.

Dipindai dengan CamScanner
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(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayal (\l})

hurut b angka 1 dan angka 2, hurul ¢ angka 1 dan angl 2

hurut  angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sceksi

vang  boerada  dibawah  dan bertanpgung,  jawab  kepada
Kepala Bhidang,

BAB I )
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perhubungan

Pasal 4
(1) Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyal
tupas membantu Bupati melaksanakan Lrusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah ci bidang
Perhubungan.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada aval (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;

b, polaksanaan kebjakan di bidang Perhubungan;

b. peluksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di - bidang
Perhubungan;

c. peliksanaan administrasi Dinas;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatli
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sckretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hurut o, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
pervusunan program, administrasi umurn dan
kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis
adminiswatif dan  fungsional kepada semua unsur di
hnghungan Dinas berdasarkan pedoman dan  kebijakan
vary ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayal (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program  dan keglatan
Dinas vang sclanjutnya ditetapkan sebagai pedoman
Keras

b, pelaksanaan koordinasi penyusunan  program,
anggaran dan perundang-undangan;

¢. pengelolaan dan  pelayanan  administrasi  umum,
scrjasama, dan hubungan masyarakal;

d. pengelolaan urusan rumah tangga;

¢ pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan
peningkatan karir pegawai, :

[ punyvusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan
serta pertanggungjawaban peluksanaan anggaran: 5

g, penyusunan rencana  dan  pelaksanaan  sistem
pengendalian intern; 8 £ie

Dipindai dengan CamScanner



Sensunan rencana  kebutubian  perlengkapan  dan

t IN
peraiatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan
‘!‘;:ms\

Lo pemchharaan dan pengadaan sarana prasarana,
neneelolaan barang milik/ kekavaan daerahy

o neoksanaan  koordinasi  penvelenggaraan  tugas-tugas
gu\i.i;zg;

L pclaksanean monitoring dan evaluasi organisasi dan
Ketadaksanaan, _

m. pemberian saran dan pertimbangan  kepada Kepala
Dinas:

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dins,

Pasal 6

Sub  Bagian Umum  dan Kepegawaian  sebagaimana
dimixsud  dalam Pasal 3 ayat (1) hurul a angka 1,
moempunyal lagas:

DVUSUN rencand program kerja dan anggaran Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian,

b. mwlikukan  penyiapan  bahan  koordinasi  dalam
Penvusunan rencana program dan kegiatan Dinas;

. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
‘k‘!\'-\) laporan perencanaan dan kinerja  (Rencana
Surategis /Renstra,  Rencana Kerja/Renja,  Laporan
.-x\cwmbzhms I\mer_ia Instansi  Pemerintah/LAKIP,
engukuran Indeks Kepuasan Masyarakar/IKM dan
..... i lain),

d. welakukan urusan ramah tangga,  keamanan  dan
Eu-".}a‘rsihzln:

a. e

& :‘-.'.ci-cl{ukan pemeliharaan dan pengadaan sarana
rasarana;
. melakukan administrasi kepegawaian,
g mwelkukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Uit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
h. ‘i'xkukam penuclolaan pengadaan dan penatausahaan

i. mel \11\\11‘\:111 surat men\'urai dan pengarsipan;

melakukan urusan l\t.r]d sama, hubungan masyarakat,

Jdan ke pluLukolmL

k. moiakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan
ctatataksanaan;

. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan
peraturan perundang-undangan;

m. memberitkan saran dan pertimbangan  kepada
‘'ekretaris: dan

n. ncluksanakan  tugas-tugas lain yang  diberikan  oleh
sckretaris

Sul Bagian Keuangan sclmgmimarm dimaksud dalam Pasal

Javat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

@ THENVUSUR rencana. program kerja dan anggaran Sub
Bizian Keuangan:

oo mclakukan penyiapan bahan  koordinasy  dalam
bravusinan anggaran;

Co e ‘.u\sdnnl\ an pexmmqutcm retrlbuSl dc,l(.mh

—~
—
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oo miclikukan urusan akuntanst dan verifikasi ]r:vfu,}:trngl_,:n'»t

[ melakukan urusan  perbendaharasn, pengujian,  dan
penerbitan surat pvrim‘nh nmmbuyar;

L melakukan urusan gay pegawai;

omiclakukan administrasi keuangan;

o melakukan PeNYIAPan pertanggungiawaban dan
pengelolaan dokumen keuangan, .

oo nelokukan s penyusunan laporan 1((‘L’|:mgfm (Laporan
Realisast Anggaran/ LRA, neraca dan lmn-—lzun@; '

Ko melokukan penyiapan bahan pemantauan tidak lHl‘l_]‘UF
Liporan hasil pengawasan dan penyclesaian wuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi, ,

. wiemberikan saran dan pertimbangan mengenzu langkah
dan undakan yvang perlu diambil dibidang tugasnva
kepada Sekretaris; dan _

m. m«:l;xksunakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
SeRrelals.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas

Pasal 7

Bidang Lalu Lintas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (1) hurul b, mempunval lugas merencanakan,
nlcl;xé&smmk;iﬂ, dan mengoordinasikan kebijakan program
dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu
lintas,

Untitk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avar {11, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebjakan teknis dan penyusunan program
Kerja Bidang Lalu Lintas;

b. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam
rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan
<1 bidang lalu lintas;

¢. pengoordinasian  perumusan  kebijakan teknis. dan
strategi pembangunan bidang rencana induk Jaringan
ialu limas dan angkutan jalan dalam jangka pendck,
menengah dan panjang;

. pelaksanaan  monitoring,  evaluasi, dan  pelaporan
Bidang Lalu Lintas;

¢, perumusan kebijakan teknis dan strategl bidang lalu
hrtas dalam jangka pendek, mencngah dan jangka
panjangy;

. pelaksanaan perumusan pengendalian, operasional lalu
Antas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten
sesual peraturan perundangan yang berlaku:

g perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
Kemitraan dengan instansi terkait;

peluksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
loooperencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh
wilayah Kabupaten Lumajang;

Jo - pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang

Lalu Lintas: dan

Dinas,

K. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala -

Dipindai dengan CamScanner
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Pusal 8

(1) Seksi  Pengendalian  dan (.)pcrasignal Lalu 1,111’1;5!;5
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurub b
angka 1 mpunyal tugas: S 7
Lilkiux;\lizifflwlg rei\lcanabkcgiatam dan program ker)a 3‘i‘-“§?

Peneendalian  dan  Operasional  Lalu Lintas sehagean
sedoman kerja; P

b. x}nvml\'muﬂal{ajn' pemeriksaan  kendaraan i ‘.1‘5*‘1&‘1”.
dan/atau  prasarana  perhubungan lamnnya b"tu‘“‘(i
ketentuan  peraturan  perundang-undangan - yans
berlaku; B

¢. meluksanakan pengawasan, penertiban, dan pengaturan
ldu lintas; :

d. melaksanakan koordinasi dan  kerjasama dengan
icmbaga dan instansi lain di bidang operas! penegakan
dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; )

¢. melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor di
Jalan,

[ mwlaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan

rute perjalanan kegiatan pemerintah daerah dan tamu

pemerintah daerah;

g, melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan;

h. elaksanakan pemrosesan pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

i. menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
Fasilitas Parkir;

J. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain tentang penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan melalui Forum Lalu Lintas
Kabupaten Lumajang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan
Opcrasional Lalu Lintas;

memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah

dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang

L.alu Lintas; dan

~

1.

m. mclaksanakan tugas-tugas lain vang dibenkan olch
Kepala Bidang Lalu Lintas.

(2) Selsi Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana  dimaksud

dalum Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

4. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran  Scksi Keselamatan  Lalu Lintas
pedoman kerja;

b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar
teknis  penyelenggaraan  Keselamatan  Laly
scbagal pedoman kerja;

¢ mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu
lintas dan angkutan jalan; :

d. miclaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas

terhadap kegiatan tertentu yang berkait »

maupun  tidak lan

LNTass i

sebagai
Lintas

an langsung -
gsung berhubungan dengan laly

Dipindai dengan CamScanner



Dclnksanakan  koopdinasi  dan kerjasama dengan
lombapn dan instansi lain di bidang  perencandil,
poovustnan Jaik  fungsi jalan dan pe ngusulan
ponciapan kelas jalan dan pemberion Inml)mydn dan

sy dluhan di Iml.uw ladu lintas dan angkutan jalan;

neeneoordinasikan penyusunan  dan pereneanaan
Jorinean lidu lintas dan angkutan jalan; . g
4o e naapkan bimbingan,  penyuluhan, (I:m ‘.‘4().‘4l;lllt;;l?.-:l
Revoda masyarakat  dan o peserta didik/ pelajar/
EEPERATE I PN niengenal keamanan, kesclamatan,

heteniban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

cowig dengan peraturan perundang-undangan  yang

1"-'...12\\1 ) .

oksinakan pemantauan data kecelakaan lalu hintas

i.:n menganalisis daerah rawan kecclakaan di wilayah

Lpaten serta menyusun bahan-bahan dan ngkdh—
mukab pencegahan dan penanggulangan kecelakaan
clu intas: _ :

i. mencghimpun,  mengolah, menyajikan, mcmellhu'my
ineneembangkan,  dan memanfaatkan data  dan
itiormasi kecelakaan dan dacrah rawan kecelakaan;

j. nmclaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib
it linas;

K. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Scksi Keselamatan
L.alu Lintas;

. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Scksi
1 ldl?'ldldl'l Lalu Linwas;

m. n.emberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah
¢an undakan vang perlu diambil kepada Kepala Bidang
Latu Lintas; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
epala Bidang Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan

Pasal 9

{1; Bidung Angkutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3

(2]

avar i1} huruf ¢ mempunyai tugas merencanakan,
mels '.n,mak(m dan I“ﬂ(:’nUOOIdlndblkdn kegiatan /\nckmcm

Jalarn, Perkeretaapian, dan Laut,
Untik melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ava' 1) Bidang Angkutan, mempunyai lungsi:
g prramusan kebijakan teknis dan penyusunan Program
rora Bidang Angkutan;
b. p }ur;ur(lnmsmn perumusan - kebijakan  teknis - dan
ategl pe mbangunan jangka pendek, menengah, dan
anzka panjang di lndang angkutan;
c. pelaksanaan perumusan manajemen angkutan  darat
s anglutan laut sesuai dengan pcmLuran pcrunddnﬂ-
ndangan vang berlaku;
d. perumusan chljakcm tecknis dan peraturan pe run(lcmu
idangan vang berlaku; Fiy
.. pe 1\uzmpuldn bahan kebijakan  prakiraan

e 'pmddhcm orang dan/atau barang;

f. wclaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang

,‘.n.;lat..mn, i
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(2

(]
B peliksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepada
Dinas,

Pasal 10

Sekst Fasilitasi Angkutan sebagaimana  dimaksud  dalwn

Pasal 3 avat (1) hurul ¢ angka 1, mempunyai tugas: ,

doonenvusun rencana kegiatan dan program kerjo Scksi
Fasilitasi Angkutan schagai pedoman kerja;

L. menvusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar
teknis di bidang angkutan; L

C. meniberikan izin o operasi/penyelenggaraan.  dan  izin
travek untuk kendaraan angkutan orang;

d. memberikan izin usaha untuk  kendaraan z,a,ngklt.n,zm
orang dan angkutan barang;

¢. melaksanakan pcmantauan, pembinaan, c!zm’
peugendalian  terhadap  pengusaha  dan  pengemudi
angkutan orang dan angkutan barang;

. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi
kendaraan umum teladan;
g inenvediakan angkutan umum untuk jasa angkutan

orang danjatau burang antar kota dalam 1 (satu)
dacrah kabupaten;

h. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan
perpindahan orang;

. meluporkan  pelaksanaan  tugas  Seksi  Fasilitasi
Tngkutan;

1. meliksanakan monitoring dan  evaluasi perencanaan
jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;

k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah
dan tundakan vang perlu diambil kepada K=pala Bidang
Angkutan; dan

L melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch
kepala Bidang Angkutan.

Scksi Pengembangun  Angkutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) hurul ¢ angka 2 mempunyai tugas:

a. mcenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Scksi Pengembangan Anglkutan sebagai
pedoman kerja;

b. meclaksanakan pemantauan, pembinaan, dan
pengendalian arus  angkutan orang dan angkutan
Darang;

¢. menyusun  bahan kebijakan, pedoman, dan standar
teknis angkutan orang dan angkutan barang;
d. menctapkan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan

dalam 1(satu) dacrah Kabupaten;
&; !m-nvmpkzm jaringan jalur angkutan barang vang
Jaringannyu dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

f.  merencanakan, menyusun, dan - penyiapan _bahan

penclapan tarif kelas ckonomi untuk angkutan orang

vang melayani trayek serta angkutan p“rkotdan “dan
; sedesaan dalam 1 dd(,l'dh kabupatc :
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melaporkan  pelaksanaan  tugas Seksi  Pengembangan

Angkutan,

h, me mbulkan saran dan Juumbdnoan mengenai langkah
dun tindakan vang perlu diambil kepada Kepala Bidang
Anglkutan; dan .

i melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Angkutan.

Bagian Kelima
Bidang Teknik Prasarana

Pasal 11

(1) Bidang Teknik Prasarana scbagaumana dimaksud Cldlldm
- " akan
Pasal 3 ayat (1) hurul d mempunyal tugas merencina et
melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan Prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

avat {1}, Bidang Teknik Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyvusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran  Bidang Teknik Prasarana sesuai dengan
Imgkup tugasnva;

b. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan
pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu lalu
hntas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pencrangan
jalun, alal  pengendalian dan pengamanan jalan)

penunjang transportasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;
c. pengoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang

Felknik Prasarana;
d. nelaksanaan pengawasan dan pengencalian di bidang
teknik prasarana;
e. pengoordinasian  perurnusan  kebijakan  teknis  dan
strategi  pembangunan di bidang teknik prasarana
dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang tcknik prasarana;
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang
Teknik Prasarana;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
ancka 1 mempunyai tugas:

4. menvusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan
anggaran  Scksi  Pengembangan  dan  Pemecliharaan
Prasarana Jalan scbagai pedoman kerja;

b. nicrencanakan dan mclaksanakan pengembangan dan
pemeliharaan perlengkapan  jalan  (alat penerangan
lulan, halte, penunjang transportasi) berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

C.

meleksanakan inventarisasi perlengkapan jalan (alat
pencrangan jalan, halte penunjang L)‘dnbpormm dcm 1:1111"
lintas yang layak/hilang/tidak layak):
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, A, melaksanakan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga dan instansi lain tentang prasarana pPenunjany
I‘I‘.\nl:x.};mrldsi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak
SV R
oo melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Scksi
i Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Julan,
L memberikan saran dan perlimbangan mengenai langkah
dan tindakan vang perlu diambil kepada Kepala Bidang
Teknik Prasarana; dan
g meloksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan olch
hepula Bidang Teknik Prasarana.
(<) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas schagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2,

mempunyai tugas: .

a. mienyvusun bahan rencana strategls, rencana kerjav dan
anggaran Seksi Manajemen dan Rekavasa Lalu Lintas
sebagai pedoman kerja;

b. merencanakan dan  pengendalian  manajemen dan
rekavasa lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku;

c. wmelaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

d. mengoordinasikan pelaksanaan mangjemen dan
rekavasa lalu lintas;

¢. melaksanakan pemasangan Traffic Light, Warning Light,

Pelicar Cross, Rambu-rambu  Lalu  Lintas dan

pengecatan marka;

monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan manajemen

dan rekavasa lalu lintas;

a. melaksanakan  koordinasi dan  kerjasama dengan
lombaga dan instansi lain tentang manajemen dan
rekavasa lalu lintas penunjang transportasi dan lala
lintas;

h. mciaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

i,  memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah
dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
Telonik Prasarana; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch
kepala Bidang Teknik Prasarana.

BAB 1V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

.
2
|5
E
B

s

Pasal 13

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢,
merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPT «chbagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
scorung Kepala vang berada dibawah dan bertanggung
Jawdab kepada kepala Dinas.

Pasal 14

UPT  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai

fungsi

a. pelnksanaan tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan
biding operasionalnya; dan : a ;

b, pelaksunaan urusan administrasi teknis operasional
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Pasal 18

Jumlah, Nomenklawar,

| \ Susunan Olqklnl\l'ﬂ dan Uruian tugas
dan fungsi UPT ditetapl

tan dalum Peraturan Bupat te rsendir.

BAB YV
NELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok  Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga
dalanm jemang jabatan fungsional vang terbagi dalam
berbugii kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

,—.
o

Setiap kelompok sebagaimana dimaksua pada ayat (1),
dipimipin - oleh  seorang  tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupadi.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud  pada  avat (1), ditetapkan oleh  Bupatl
berdasurkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan [ungsinya, Kepala
Dinas,  Sekretaris, chala. Bidang, Kepala Sub Bagman,
Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib
mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik cdalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuun organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesual dengan
tugiis pokoknya masing-masing.

p—
—

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib:

a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penvimpangan agar mengambil 1anghah -langkah vang
diperlukan;

b. bertanggung  jawab  memimpin  dan  mengoordinasi
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas b:x\\ahannva

dian
¢. mengikutt dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
hwab pada alasannya masing-masing serta

nenyarmpaikan laporan berkala tepat waktu.

Setinp laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf
¢, vang diterima oleh pimpinan satuan or ganisasi dan -
bavwabannya wajib diolah dan dipergunakan beb'\g ai bahan -
untuk  penyusunan  laporan lebih  lanjut dan  unwak
memberikan petunjuk kepada bawahannya, - Wy
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() Dalam  menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), masing-masing kcpada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasl
lain vang sceara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

(1) Kepala Dinas diangkal dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil vang memenuhi syvarat atdas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang:
undangan yvang berlaku.

(2) Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Scksi, Repala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupat
dari Pegawai Negeri Sipil vang memenuhi syarat atds usul
Kepals  Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Nomenk atur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini
diundanckan, tidak berubah dan tetap melaksanakan tugas
serta  fungsinva, sampai dengan adanya perubahan
nomenklatur jabatan vang baru hasil pelanukan dan/atau
pengukuhan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru
sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
tercantum pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) P'c-l.'m,xran Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah
dilakukan  pelantikan  dan/atau pengukuhan  pejabat
dengan nomenklatur jabatan yang baru.

23 doclny @ PR o HES P :

(2) }lgd”_ saat Puu}turcm Bupati ini mulai berlaku. Peraturan

}._u,.)ur': Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang

et . “ ¥ B - . . . " -

]:1(_1 .1‘1r_1.uk¢m, 1:S,usuncm Organisasi, Uraian Tuvas dan

“Unest serta Tata Kerja Dinas Pe AN’ SebaTHimAR

el Al ja Plndb thubu_ngdn scbhagaimana

i : i engan Peraturan Bupati Lumajang Nomapr

L)J‘i Fa m]}‘_()lg tentang kedgdukan, Susunan Organisasi,

ralan Tugas dan - Fungsi “serta’ Tata Kepig.. Pisao ot &

Perbiubuneas lic 1 ) e \CT)a Dlnﬂs_ SR

hubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaki,. . difaiig

Dipindai dengan CamScanner



15

Pasal 22

Peraturan Riimar: es i :
ran Bupat ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.

\U"i 3 Stuap orang mengetahuinya, memerintahkan
ptngunaingan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyd

dalam Berig Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang ey
Pada tanggal 7. Ueliuias ot

BUPATL LUMAJANG,

5=

H. THORIQUL, HAQ, M.ML.
ngkar di Lumajang
-EXKRETARIS DAERAH

~BUPATEN LUMAJANG,

.. AGUS TRIYONO, M. Si.
106903507 198903 1 004

. DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN
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